MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

Menimbang

Mengingat

SUB BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan, Menteri Teknis memiliki kewenangan
untuk menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pariwisata tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pariwisata;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5767);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang
Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5262);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ‘2015 Nomor 334);
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);




Menetapkan
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17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 545);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB
BIDANG PARIWISATA.

Pasal 1
Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pariwisata yang
selanjutnya disebut DAK Sub Bidang Pariwisata, adalah
dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan sub bidang pariwisata yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.

Pasal 2
(1) DAK Sub Bidang Pariwisata digunakan untuk
pemenuhan Fasilitas Pelayanan Pariwisata yang
ditujukan  untuk  mendukung sarana-prasarana
pariwisata dalam rangka penciptaan kemudahan,
kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan

kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
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(2) Penggunaan DAK Sub Bidang Pariwisata sebagaimana
dimaksud ayat (1) diarahkan untuk menu antara lain:
a. penataan kawasan,;
b. aksesibilitas pariwisata; dan

C. amenitas pariwisata.

Pasal 3
Penggunaan DAK Sub Bidang Pariwisata dilaksanakan sesuai
dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan

dan penggunaan DAK Sub Bidang Pariwisata.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.




Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1938

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI

um dan Komunikasi Publik,
f/ ((/Ei = Qf\;m\(

‘L JP ISJAH, AK, MA
®§’a»/98101 1007

,_:7__77_ ._,_,/
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG
PARIWISATA

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK -
SUB BIDANG PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1.

Arah Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata serta
meningkatkan  daya saing destinasi pariwisata, melalui
(1) pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan
antara lain meliputi perancangan destinasi pariwisata (kawasan
strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata
nasional), peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan
ekosistem pariwisata; (2) pengembangan destinasi wisata alam,
budaya, dan buatan yang berdaya saing antara lain meliputi
pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi,
wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan,
wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta
wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; dan (3) peningkatan tata
kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara
lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus,
internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan

potensi masyarakat di sub bidang pariwisata.




2.
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Kebijakan DAK Sub Bidang Pariwisata

a. Umum

1)

2)

DAK Sub Bidang Pariwisata merupakan salah satu
kebijakan dalam rangka pengelolaan dan penguatan
desentralisasi fiskal dan keuangan daerah seperti yang
tertuang dalam Buku I RPJMN 2015-2019, yaitu
percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke
daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang
daerah dengan mengalihkan secara bertahap dana tugas
pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya DAK Sub Bidang
Pariwisata adalah untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas destinasi pariwisata di daerah dalam rangka
mewujudkan agenda nawa cita Presiden Republik
Indonesia, yaitu meningkatkan jumlah  kunjungan
wisatawan mancanegara sebanyak 20 (dua puluh) juta di
tahun 2019 dan meningkatkan kontribusinya bagi
peningkatan  kesejahteraan masyarakat  khususnya
masyarakat di daerah tujuan wisata seperti yang tertuang

dalam isu strategis pembangunan pariwisata yang terdapat
dalam Bab II RPJMN 2015-20109.

b. Khusus

1)

2)

Penataan kawasan pariwisata, sebagai upaya dalam
perluasan jumlah dan peningkatan kualitas daya tarik
pariwisata (diversifikasi produk pariwisata).

Peningkatan aksesibilitas pariwisata dan amenitas
pariwisata, untuk mendukung kesiapan  destinasi
pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi
pariwisata, serta perintisan dan pengembangan prasarana
umum, fasilitas umum, serta fasilitas pariwisata di

destinasi pariwisata.




Tujuan

Penggunaan DAK Sub Bidang Pariwisata bertujuan untuk:

Pk

menciptakan kelengkapan sarana pariwisata di daerah ;
mendorong kemandirian dan pemberdayaan daerah;

menunjang percepatan pembangunan di daerah,;

meningkatkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja; dan

meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing daerah
pariwisata.

Sasaran

Sasaran Penggunaan DAK Sub Bidang Pariwisata meliputi:

1. peningkatan aksesibilitas dengan adanya dukungan infrastruktur;

2. perluasan jumlah dan peningkatan kualitas daya tarik wisata; dan

3. meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
pariwisata di daerah.

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. kriteria, pengalokasian, dan penyaluran;

2 perencanaan dan pelaksanaan teknis;

3.  kegiatan DAK Sub Bidang Pariwisata; dan

4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1.

Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pariwisata yang selanjutnya
disebut DAK Sub Bidang Pariwisata, adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan sub
bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuaj
dengan prioritas nasional.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD,
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan DAK Sub Bidang Pariwisata.
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Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau
tujuan kunjungan wisatawan.

Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang
memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi
kebutuhan selama berwisata.

Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana
transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah
asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam
wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi
kunjungan wisata.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat
KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau
memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang
mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber
daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan
keamanan.

Menteri adalah  menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.




